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Seiring kemajuan perdagangan maka metode dalam berdagang pun ikut 
berkembang. Salah satu metode yang saat ini sedang marak adalah metode kuasa 
menjual. UMKM Ulam Sari adalah salah satu pengusaha yang menerapkan 
metode tersebut dengan memberi kuasa jual kepada Minimarket KITA dengan 
berlandaskan dan diikat dengan perjanjian kuasa menjual secara lisan yang telah 
disepakati kedua belah pihak. 
Penelitian ini memiliki tujuan: (1) Untuk mengkaji keabsahan hukum 
mengenai perjanjian lisan antara pihak minimarket kita dengan UMKM Ulam 
Sari, (2) Untuk mengkaji upaya hukum penyelesaian permasalahan yang timbul 
akibat perjanjian lisan pihak minimarket kita dengan UMKM Ulam Sari.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan/field research dengan 
pendekatan penelitian normatif empiris/ applied law research. Untuk memperoleh 
berbagai data, teknik yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan 
penelitian kepustakaan/library research. Metode analisi data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
Hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dalam skripsi ini menjelaskan 
bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dilaksanakan secara lisan. 
Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan yang pertama adalah perihal 
keabsahan perjanjian kuasa menjual secara lisan antara pihak UMKM Ulam Sari 
dengan Minimarket KITA telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab 
yang diperkenankan. Perjanjian lisan yang  dibentuk kedua belah pihak juga tidak 
bertentang dengan Undang-Undang yang mewajibkan melaksanakan perjanjian 
dalam bentuk tertulis. Yang kedua upaya hukum penyelesaian sengketa yang 
terjadi dalam pelaksanaan perjanjian lisan kuasa menjual antara UMKM Ulam 
Sari dengan pihak minimarket KITA dilaksanakan dengan proses upaya 
penyelesaian hukum secara non litigasi atau diluar pengadilan atau Alternative 
Dispute Resolution (ADR), dimana bentuk penyelesaian non litigasi tersebut 
adalah musyawarah dan negosiasi. Hal ini digunakan guna tetap menjalin tali 
kekeluargaan antara para pihak tanpa jalur hukum.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 









As trade progresses, the method of trading also develops. One method that 
is currently rife is the power of sale method. Ulam Sari UMKM is one of the 
entrepreneurs who implemented the method by giving sales authority to KITA 
Minimarket based on and bound by an oral power of attorney agreed by both 
parties. 
This study has the following objectives: (1) To examine the legal validity of 
the oral agreement between our mini market and UMKM Ulam Sari, (2) To 
review the legal remedies for resolving problems arising from the oral agreement 
of our mini market with UM Ulam Sari. 
This research uses the type of field research / field research with an 
empirical normative research approach / applied law research. To obtain various 
data, the technique used by the writer is interview and library research. The data 
analysis method used in this study is qualitative.The research results obtained by 
the author in this thesis explain that the agreement made by the parties is carried 
out orally. 
  The conclusion in this study explains the first is about the validity of the 
oral power of attorney agreement between the UMKM Ulam Sari and the KITA 
Minimarket in accordance with the legal requirements of the agreement in Article 
1320 of KUHPerdata that is, agreeing on those who bound themselves; ability to 
make an engagement; a certain thing; and a reason that is permitted. The oral 
agreement formed by the two parties also did not contradict the Law which 
obliged to implement the agreement in written form. Secondly, the legal efforts to 
settle disputes that occur in the implementation of the oral sales authorization 
agreement between UMKM Ulam Sari and the KITA minimarket are carried out 
through non litigation or out of court or Alternative Dispute Resolution (ADR) 
settlement processes, where the form of non-litigation settlement is deliberation 
and negotiation. This is used to keep the family ties between the parties without 
legal channels. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG  
Saat ini dunia perdagangan mengalami perkembangan yang sangat 
pesat. Persaingan yang ketat membuat para pelaku usaha harus semakin 
cerdas agar usahanya dapat bertahan bahkan dapat berkembang, maka 
pelaku usaha secara langsung maupun tidak, dituntut untuk memiliki 
kemampuan yang lebih dalam bidang usahanya. Setiap pelaku usaha 
memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal1. Akan tetapi, 
kenyataanya pelaku usaha tidak mudah mencapai target yang diinginkan. 
Untuk mewujudkan target yang ingin diinginkan dengan melakukan 
berbagai upaya,salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 
melakukan kerjasama antar pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha 
yang lain.  
Kerjasama antar pelaku usaha berupa membuat perjanjian. Perjanjian 
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta 
kekayaan2. Tidak dapat di pungkiri kenyataan bahwa kegiatan usaha selalu 
diawali dengan perjanjian,karena perjanjian merupakan suatu kegiatan 
yang tidak bisa lepas dari kehidupan pelaku usaha. Melalui perjanjian 
pelaku usaha dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan usaha 
                                                          
1Frans M. Royan,Creating Effective Sales Force, Jakarta : CV. Andi Offset, 2004, Ed. Ke-2, hlm.  
1 




guna mendukung adanya suatu peningkatan perekonomian diantara 
para pelaku usaha tersebut.  
Pada pokoknya substansi perjanjian itu merupakan kehendak dan 
keinginan para pihak yang berkepentingan3. Sehingga substansi perjanjian 
memuat objek, hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan. Akibat 
dari gelaja tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama 
diantara para pelaku usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 
dan perputaran roda perekonomian para pelaku usaha yang semakin 
membaik dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat.  
Seringkali dalam membuat suatu perjanjian usaha, para pelaku usaha 
membutuhkan suatu hal yang efektif dan efisien, sehingga muncullah 
berbagai praktik perjanjian baru yang berkembang di pelaku usaha saat ini. 
Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan 
dan perjanjian secara tertulis. Perjanjian lisan akan menjadi sah apabila 
hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Dengan kata lain 
perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan 
penerimaan suatu barang.4 Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya 
dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang 
hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta 
otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian5. 
                                                          
3Salim HS, et al., Memorandum of Understanding (MOU). Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 7 
4Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra,  Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum 
Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak,Denpasar-Bali :  Udayana University Press, 2010, 
hlm. 52 




Bentuk perjanjian kerjasama yang digunakan pelaku usaha dalam praktik 
sehari-hari pun beragam dan mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi 
tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh 
perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa-beli, fidusia, franchise, 
leasing, dan konsinyasi (consignment6). 
Sebagai contoh pelaku usaha Mini Market kita dan Usaha Kecil 
Mikro Menengah yang disingkat UMKM Ulam Sari melakukan kerjasama 
berupa perjanjian konsinyasi atau kuasa menjual yang dimana perjanjian 
tersebut yang seharusnya berupa perjanjian tidak bernama yang bentuknya 
tertulis akan tetapi dalam hal ini kedua pihak melakukannya secara lisan. 
Sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian lisan 
kuasa menjual. Karena kesepakatan terjadi hanya melalui kata-kata dan 
tidak tertulis. UMKM Ulam Sari itu sendiri merupakan UMKM dibidang 
kuliner berupa produk olahan ikan frozen food. Produk yang dihasilkan 
oleh UMKM Ulam Sari antara lain berbagai jenis makanan olahan ikan 
seperti nugget, otak-otak, siomay, lumpia, lumpia panir, keong, bakso dan 
kaki naga7. Sedangkan Mini Market Kita merupakan anak perusahaan dari 
PT Kita Jaya Sentosa,yaitu perusahaan yang bergerak dibisnis ritel dan 
grosir barang-barang kebutuhan rumah tangga8.  
                                                          
6Satrio J, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, 
hlm. 148 
7Wawancara dengan Rochani,  Pemilik Usaha Kecil Mikro Menengah Ulam Sari, di Perum 
Pondok Martoloyo, tanggal 21 Agustus 2019 jam 15.00-16.30 WIB. 
8Wawancara denga Arif, Pemilik Mini Market Kita, di Kantor Mini Market Kita, tanggal 20 




Kuasa Menjual atau konsinyasi  merupakan penyerahan fisik barang-
barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen 
penjualan dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas 
barang-barang yang dijual oleh pihak penjual9.  
Menurut KUH Perdata pasal 1404 pengertian konsinyasi berbunyi : 
“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat 
melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan, 
jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada 
pengadilan. Penawaran yang sedermikian, diikuti dengan penitipan, 
membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya cara menurut undang-
undang ; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan 
si berpiutang”.  
Konsinyasi atau kuasa menjual dalam KUHPerdata dengan 
Konsinyasi atau kuasa menjual perjanjian kerjasama antara mini market 
kita dengan UMKM ulam sari mempunyai kesamaan nama namun 
mempunyai makna yang berbeda. Sehingga jika melihat pengertian 
konsinyasi di atas penulis berpendapat bahwa jika di dalam KUHPerdata 
Konsinyasi dilaksanakan secara tertulis, akan tetapi dalam perjanjian 
kerjasama Konsinyasi antara pihak UMKM Ulam Sari dengan Pihak 
Minimarket KITA dilaksanakan secara lisan. Perjanjian konsinyasi atau 
kuasa menjual antara mini market kita dengan UMKM ulam sari adalah 
merupakan suatu bentuk perwujudan baru perjanjian penitipan, jual beli 
                                                          
9Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, Jakarta : Penebar Swadaya , 




dan mendistribusikan melalui mini market kita, hal ini merupakan suatu 
langkah penyimpangan terhadap buku III KUH Perdata yang pada 
dasarnya bersifat aanvulluend recht atau hukum pelengkap, yang sifatnya 
mengatur. Maka perjanjian konsinyasi atau kuasa menjual antara mini 
market kita dengan UMKM ulam sari tidak diatur secara khusus didalam 
KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian 
ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi 
yang berlaku didalam hukum perjanjian. 
Penjualan kuasa menjual adalah penjualan yang dilakukan dengan 
cara menitipan barang kepada pihak lain. Kuasa menjual atau yang sering 
disebut dengan konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang 
oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan 
biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atau barang-barang 
yang dijual oleh pihak penjual.10 Dimana dalam hal ini Mini Market Kita 
sebagai pihak yang dititipkan barang atau yang diberi kuasa menjual dan 
UMKM ulam sari sebagai pihak yang menitipkan barang atau yang 
memberi kuasa menjual. 
Perjanjian yang dibuat antara Usaha Kecil Mikro Menengah Ulam 
Sari dan Mini Market Kita bersifat mengikat, bahwa semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus 
mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian kuasa menjual 
                                                          
10Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, Penebar Swadaya, Jakarta, 




atau konsinyasi menimbulkan suatu hukum yang berupa terpenuhi atau 
tindaknya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian 
tersebut, sampai kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri 
perjanjian yang mereka buat.  
Penelitian ini sendiri permasalahan yang dapat dilihat adalah 
bagaimana keabsahan pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan, 
serta bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi 
suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, mengingat 
perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan. 
Oleh sebab itu dalam penerapannya kerap kali perjanjian lisan 
menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan apa 
yang diharapkan masing-masing pihak. Untuk itu melalui penulisan karya 
ilmiah ini diharapkan mampu menjawab dan memberikan dasar hukum 
yang kuat mengenai perjanjian lisan agar tidak ada pihak-pihak yang 
dirugikan. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN TERHADAP 
PELAKSANAAN PERJANJIAN LISAN KUASA MENJUAL ANTARA 
MINI MARKET KITA DENGAN USAHA KECIL MIKRO 
MENENGAH ULAM SARI.” 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 




1. Bagaimana keabsahan hukum mengenai perjanjian lisan antara pihak 
mini market kita dengan UMKM Ulam Sari ? 
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian permasalahan yang timbul 
akibat perjanjian lisan pihak mini market kita dengan UMKM Ulam 
Sari? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, sebagai berikut 
ini: 
1. Untuk mengkaji keabsahan hukum mengenai perjanjian lisan antara 
pihak mini market kita dengan UMKM Ulam Sari. 
2. Untuk mengkaji upaya hukum penyelesaian permasalahan yang 
timbul akibat perjanjian lisan pihak mini market kita dengan UMKM 
Ulam Sari. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi penulis, sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan tentang 
tinjauan hukum terhadap pelaksanaan kuasa menjual antara MM kita 
dengan umkm ulam sari 
2. Bagi akademis, diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian 
dibidang hukum khususnya terkait penelitian perjanjian lisan 
penjualan kuasa menjual. 
3. Bagi peneliti lain, sebagai sumber informasi dan bahan referensi 




E. TINJAUAN PUSTAKA 
 Sebagai bahan pertimbangan penulis dalam melaksanakan 
penelitiannya, penulis mengkaji beberapa skripsi terdahulu yang 
mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, 
meskipun berbeda variabel dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi 
variabel penelitian atau metode analisi yang digunakan. Berikut ini adalah 
beberapa skripsi terdahulu:  
1. Penelitian oleh Ahmad Amirudin dalam skripsinya yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara 
Distributor Outler (Distro) Dengan Supplier”11. Penulisan skripsi 
ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan hukum 
dalam bentuk kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dan 
distro. 
Adapun persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut 
ialah sama-sama membahas perihal perjanjian kuasa menjual. 
Perbedaannya sendiri terdapat pada objek penelitiannya yang 
dimana skripsi tersebut objeknya adalah pakaian, sedangkan skripsi 
penulis meneliti objek produk usaha mikro kecil menengah ulam 
sari. 
2. Penelitian oleh Deny Cristian dalam skripsinya yang berjudul 
“Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Dapur 
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Roti Bu Haryati”12. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
menjelaskan bagaimana terjadi wanprestasi di Dapur Roti Bu 
Haryati.  
Adapun persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama 
meneliti wanprestasi dalam sebuah perjanjian konsinyasi atau  
kuasa menjual. Sedangan perbedaannya penulisan skripsi diatas 
membahas perihal penelitian terkait wanprestasi dalam perjanjian 
konsyinyasi atau kuasa menjual di dapur roti bu haryati, sedangkan 
skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan perjanjian lisan 
kuasa menjual produk usaha mikro kecil menengah ulam sari.  
3. Penelitian oleh I Made Aryawan Saddewa dalam skripsinya yang 
berjudul “Eksistensi Pengaturan Perjanjian Konsinyasi Dalam 
Pelaksanaan Penjualan Buku Terbitan Undaya University Press”13. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 
Eksistensi pengaturannya dalam perjanjian Konsinyasi. Adapun 
persamaan dengan skripsi tersebut sama-sama meneliti perjanjian 
kuasa menjual. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi 
tersebut meneliti bagaimana pengaturan perjanjian konsinyasi atau 
kuasa menjual dalam pengaturan yang telah ada, sedangkan 
                                                          
12Deny Cristian, “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Peranjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu 
Haryati”,Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, 2014,  t.d. 
13I Made Aryawan Saddewa, “Eksistensi Pengaturan Perjanjian Konsinyasi Dalam Pelaksanaan  
Penjualan Buku Terbitan Udayana University Press”, Skripsi Sarjana Hukum, Bali: 




penulisi meneliti bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian 
konsinyasi atau kuasa menjual pada mini market kita.  
F. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang 
meliputi: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Sumber 
datanya dapat diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, 
wawancara, dan partisipasi.14 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif-empiris (applied law research), adalah penelitian hukum 
tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif 
secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 
dalam masyarakat15. 
3. Sumber Data 
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 
sumber yang berbeda, yaitu : 
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a. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 
langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui 
pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada 
informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh 
peneliti.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui membaca 
buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap 
peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.   
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
melalui penelusuran secara : 
a. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka 
antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 
informan dengan menggunakan alat yang dinamakan 
interview guide (panduan wawancara)16.  Wawancara yang 
dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai 
pemilik UMKM Ulam Sari dan pemilik Mini Market Kita. 
Wawancara dilakukan secara sistematis, berlandasan kepada 
                                                          




tujuan penelitian dan untuk mengetahui tentang perjanjian 
lisan yang telah di sepakati oleh kedua pihak. 
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  
Penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian 
yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti 
buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan 
dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini dilakukan 
pada perpustakaan Fakultas Hukum UPS dan Perpustakaan 
Pusat Universitas Pancasakti Tegal serta literatur koleksi 
pribadi penulis.  
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 
Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif 
sebagai penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-
kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati17. Sedangkan menurut sugiyono yang dimaksud metode 
kuantitatif adalah : 
“metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 
                                                          





instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 
statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan”18. 
Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena 
penelitian ini mengkaji keabsahan hukum mengenai perjanjian 
lisan dan untuk mengkaji upaya hukum penyelesaian permasalahan 
yang timbul akibat perjanjian lisan antara pihak mini market kita 
dengan UMKM Ulam Sari serta data akan disajikan secara naratif-
deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numberik yang 
didapatkan dari kata-kata hasil wawancara dengan informan 
penelitian. 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar terperinci, maka harus 
adanya sistematika pembahasan. Pada bagian pertama yang meliputi 
halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, 
halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman 
transliterasi, daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya 
yaitu :  
Bab I PENDAHALUAN 
Bab I merupakan pengembangan dari proposal yang 
menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan 
                                                          




masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  
Urutan penulisan pada Bab I sebagai berikut :  
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Tinjauan Pustaka 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematikan Penulisan  
Bab II TINJAUAN KONSEPTUAL 
Menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori 
hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian 
yang termuat dalam judul.  
Urutan penulisan pada Bab II sebagai berikut : 
A. Tinjauan tentang Perjanjian Lisan Kuasa Menjual 
B. Tinjauan tentang Kuasa 
C. Tinjauan tentang Mini Market 
D. Tinjauan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah 






Bab III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah 
diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan 
tampak lebih jelas bagaimana disusun sesuai dengan 
urutan-urutan permasalahan dalam pembahasan yang 
telah dikonstalasikan dengan tinjauan konseptual. 
Urutan penulisan pada Bab III sebagai berikut : 
A. Bagaimana keabsahan hukum mengenai 
perjanjian lisan antara pihak mini market kita 
dengan UMKM Ulam Sari. 
B. Bagaimana upaya hukum penyelesaian 
permasalahan yang timbul akibat perjanjian 
lisan pihak mini market kita dengan UMKM 
Ulam Sari 
Bab IV PENUTUP 
Bab IV merupakan kristalisasi semua yang telah 
dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan 
masalah.Urutan penulisan pada Bab IV sebagai berikut: 
A. Simpulan  
B. Saran  
Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 








A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Lisan Kuasa Menjual 
1. Pengertian, Syarat, Asas dan Unsur Perjanjian 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menjelaskan 
definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.19 Akan 
tetapi definisi yang terkandung dalam Pasal 1313 KUH Perdata 
tersebut mendapatkan beberapa kritikan dari para ahli hukum terkait 
kata “perbuatan” yang memiliki makna yang luas sehingga segala 
macam perbuatan termasuk yang bukan perbuatan hukum termasuk 
dalam perjanjian. Kata “perbuatan” tersebut seharusnya digantikan 
dengan kata “perbuatan hukum”, sehingga makna yang terkandung di 
dalamnya tidak menjadi terlalu luas. Kemudian ada beberapa kata yang 
perlu ditambahkan setelah kata “satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya” yaitu dengan 
ditambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga 
pengertian perjanjian dalam pasal tersebut, meliputi perjanjian sepihak 
dan perjanjian timbal balik.  
Selain itu, berikut ini adalah beberapa definis perjanjian yang 
diungkapkan oleh para sarjana hukum, antara lain: 
 
                                                          
19Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 





Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal. 
b) R.Wirjono Projodikoro 
Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta 
benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau 
dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak 
melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut 
pelaksanaan janji itu. 
c) R. Setiawan 
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih.20 
d) Abdulkadir Muhammad  
Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 
dalam lapangan harta kekayaan.21 
Jika melihat definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum 
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yang didasarkan kesepakatan para pihak, dimana 1 (satu) orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
Semua perjanjian yang dibentuk atau dibuat secara sah oleh para 
pihak berlaku pula sebagai undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata, yang dimana perjanjian tersebut berlaku layaknya 
undang-undang dan harus dilaksanakan oleh para pihak, hanya apabila 
perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat secara sah.    
Sahnya suatu perjanjian sendiri terdapat dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian terdiri dari empat syarat yaitu: 
a) Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya; 
b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 
c) Mengenai suatu hal tertentu; 
d) Suatu sebab yang halal. 
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, 
karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan 
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif 
karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang 
dilakukan itu. 
Berikut ini adalah penjelasan-penjelasan terkait syarat sahnya 






a) Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya 
Dalam suatu perjanjian haruslah ada kata sepakat diantara para pihak 
mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka adakan. Yang 
dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara 
dua pihak, atau dengan perkataan lain ada pertemuan dua kehendak 
yang berbeda akan tetapi saling mengisi dan masing-masing pihak 
menyatakan persetujuannya masing-masing. Untuk dapat bertemu, 
antara kehendak pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka 
kehendak tersebut harus dinyatakan. Kehendak yang dinyatakan 
haruslah nyata dan dapat dimengerti oleh pihak lain. Sehingga apabila 
kehendak yang dinyatakan tersebut sampai dan bisa dimengerti pihak 
lain, dan pihak lain tersebut kemudian menyatakan menerimanya, 
maka disitulah timbul kata sepakat. 
Berkaitan dengan masalah kesepakatan, apabila tidak ada kesesuaian 
antara pernyataan dan kehendak, telah melahirkan teori-teori hukum 
untuk menyelesaikannya, yaitu : 
1) Teori Kehendak (Wiltheorie) 
Teori kehendak adalah teori tertua dan menekankan pada faktor 
kehendak. Menurut teori ini jika mengemukakan suatu 
pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendakinya, 
maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut. Teori ini 
mendapat penerapan dalam Pasal 1343 KUHPerdata yang 




berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki 
maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari 
pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.” 
2) Teori Pernyataan (Verklaringstheorie) 
Menurut teori ini pernyataan sepakat yang dinyatakan seseorang 
adalah mengikat dirinya, tanpa menghiraukan apakah yang 
dinyatakan kedua belah pihak sesuai atau tidak dengan 
kehendak masing-masing pihak. Pernyataan adalah tindakan 
lahiriah yang dapat diketahui, sedangkan kehendak adalah 
tindakan batin seseorang yang tidak dapat diketahui. Teori ini 
mendapat penerapan dalam Pasal 1342 KUHPerdata yang 
menyebutkan : “Jika kata-kata suatu perjanjian adalah jelas, 
tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan 
jalan penafsiran”. 
3) Teori Kepercayaan (Vetrouwenstheorie) 
Teori ini mengajarkan bahwa kata sepakat terjadi, jika ada dua 
pernyataan yang saling bertemu dan menimbulkan kepercayaan. 
Teori ini mendapat penerapan daalam Pasal 1346 KUHPerdata, 
yang menyebutkan: “Apa yang meragu-ragukan harus 
ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri 
atau di tempat di mana perjanjian telah dibuat”.22 
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b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329-1331 
KUHPerdata). 
Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa 
setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh 
undang-undang dinyatakan tidak cakap.  Pasal 1330 KUHPerdata 
menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu 
perjanjian yakni orang yang belum dewasa, mereka yang berada di 
bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan (dengan berlakunya Undang-
Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi), dan 
semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat 
perjanjian-perjanjian tertentu.23 Mengenai kedewasaan Undang-
undang menentukan sebagai berikut:  
1) Menurut Pasal 330 KUHPerdata: Kecakapan diukur bila para 
pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau 
kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. 
2) Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tertanggal 
2 Januari 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan (Undang-
Undang Perkawinan). Kecakapan bagi pria adalah bila telah 
mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah 
mencapai umur 16 tahun. 
 
                                                          




c) Mengenai suatu hal tertentu 
Dalam KUHPerdata hal tertentu yang dimaksud adalah: 
1) Suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling 
sedikit ditentukan jenisnya, hal ini terkandung dalam Pasal 1333 
KUHPerdata. 
2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 
menjadi pokok suatu perjanjian hal ini terkandung dalam Pasal 
1332 KUHPerdata; 
d) Suatu sebab yang halal 
Setiap orang memang dapat membuat suatu perjanjian akan tetapi 
terdapat hal yang menjadi pengecualian, yaitu sebuah perjanjian tidak 
boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral 
dan kesusilaan. Jelas uraian diatas termuat dalam Pasal 1335 
KUHPerdata. 
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas-asas hukum dalam 
pelaksanaannya. Asas hukum itu sendiri merupakan pikiran dasar 
yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan 
yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap hukum yang 
terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang 
merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari 
sifat-sifat hukum dan peraturan yang konkrit tersebut.24 Berikut ini 
adalah beberapa asas hukum yang melekat dalam hukum perjanjian: 
                                                          





a. Asas Konsualisme 
Asas ini adalah asas yang menjelaskan bahwa perjanjian 
terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (concensus) antara 
para pihak yang ingin mengikatkan diri. Asas Konsualisme 
sendiri diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang 
berarti bahwa pada asasnya perjanjian itu timbul atau sudah 
dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau 
kesepakatan.25 Jelas bahwa perjanjian setelah adanya kata sepakat 
antara para pihak yang ingin saling mengaikatkan diri dalam 
suatu perjanjian maka perjanjian tersebut sudah sah dan memiliki 
akibat hukum. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian 
yang dibuat dapat secara lisan maupun secara tertulis berupa akta 
jika dikehendaki sebagai alat bukti.  
b. Asas Kebebasan Berkontrak  
Asas kebebesan berkontrak adalah suatu asas yang membebaskan 
bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian 
dan pelaksanaan serta persyaratan dalam  menentukan bentuk 
perjanjian yang tertulis dan lisan.26 Kebebasan yang dimaksud 
adalah kebebasan yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban 
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umum maupun kesusilaan. Asas ini sendiri diatur dalam 
Pasal1338 ayat (1) :”Semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian 
harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 
kebebasan kepada para pihak untuk: 
a) Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 
c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, 
dan  
d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.27 
c. Asas Personalia 
Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi: 
“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan 
atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal tersebut 
dengan jelas menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian 
yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, 
subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk 
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dirinya sendiri.28 Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 KUH 
Perdata menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu 
pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang 
memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya 
sendiri. Dalam hal ini diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUH 
Perdata, yang berbunyi :“segala kebendaan milik debitur, baik 
yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada 
maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi 
tanggungan untuk segala perikatan seseorang”. Pasal tersebut 
memberikan kewenangan bertindak kepada seseorag sebagai 
individu yang dibedakan sebagai berikut: 
a) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya 
sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUH 
Perdata berlaku baginya secara pribadi. 
b) Sebagai wakil dari pihak tertentu. 
c) Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. 
Dalam hal ini berlakulah ketentuan yang diatur dalam Bab 
XVI Buku III KUH Perdata, mulai dari Pasal 1792 hingga 
Pasal 1819 KUHPerdata.  
d. Asas daya mengikat kontrak (Pacta Sunt Servanda) 
Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk 
memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut 
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mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut 
mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-
undang.  
Dalam rumusan Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan 
bahwa :” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  
Hal tersebut menyatakan bahwa undang-undang melihat posisi 
para pihak kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang dan 
undang-undang sendiri mengakuinya.29 
e. Asas itikad baik 
Asas ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang 
menyebutkan bahwa” perjanjian itu harus dilakukan dengan 
itikad baik”. Asas itikad merupakan asas yang dimana para 
pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi 
kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh 
atau kemauan baik dari para pihak.  Asas itikad baik dibagi 
menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik 
mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan 
tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, 
penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat 
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ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak 
memihak) menurut norma-norma yang objektif.30 
Suatu perjanjian apabila diuraikan maka akan terkandung di 
dalamnya unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut kemudian dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut 
ini: 
1. Unsur Esensialia 
Unsur ini ialah unsur yang mutlak harus ada bagi 
terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar 
perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. 
Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-
ketentuan berupa prestasi yang wajib dilakukan oleh salah 
satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari 
perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip 
dari jenis perjanjian lainnya Unsur essentialia ini pada 
umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, 
definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian. Oleh karena 
itu, unsur essensialia ini pula yang seharusnya menjadi 
pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian 
lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri 
yang berbeda pula antara satu dengan yang lain. Misalnya 
harga jual beli merupakan essensialia yang harus ada pada 
                                                          




perjanjian jual beli. Artinya tanpa dijanjikan adanya harga 
maka jual beli bukanlah perjanjian jual beli melainkan 
mungkin perjanjian lain yang berbeda. Dengan kata lain, 
apabila oleh para pihak dikatakan adanya jual beli tanpa 
menyebutkan harganya tetapi oleh para pihak saling 
diserahkan suatu benda perbuatan hukum tersebut tidak 
dapat dikatakan sebagai jual beli melainkan tukar 
menukar.31 
2. Unsur Naturalia  
Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu 
perjanjian tertentu, setelah unsur essensialianya diketahui 
secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung 
unsur essensialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur 
naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk 
menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat 
tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh 
para pihak, karena sifat dari jual beli mengkhendaki hal 
yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu 
bentuk jual-beli, di mana penjual tidak mau menanggung 
cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual 
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olehnya. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan Pasal 
1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.32 
3. Unsur Aksidentalia 
Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu 
perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang 
dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai 
dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan 
khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para 
pihak. Dengan demikian pula unsur ini pada hakekatnya 
bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus 
dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya, 
dalam jual-beli yaitu ketentuan mengenai tempat dan saat 
penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli. Sebagai 
contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan 
bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, 
dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan 
apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-
turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali 
kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-
klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu 
                                                          




kontrak, yang bukan merupakan unsur yang essensialia 
dalam kontrak tersebut.33 
Salim H.S sendiri berpendapat bahwa unsur dalam suatu 
perjanjian terdiri dari beberapa kategori diantaranya, yaitu: 
a. Adanya kaidah hukum 
Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi 
dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah 
hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum 
yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, 
traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum 
perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum 
yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, 
seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain 
sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari 
hukum adat. 
b. Subjek hukum 
Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtperson. 
Rechtperson diartikan sebagai pendukung hak dan 
kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum 
dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. 
Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan 
debitur adalah orang yang berutang. 
                                                          




c. Adanya Prestasi 
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan 
kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari 
beberapa hal sebagai berikut: memberikan sesuatu; 
berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu. 
d. Kata sepakat 
Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian 
seperti dimaksud di atas, di mana salah satunya adalah 
kata sepakat (konsensus).Kesepakatan ialah persesuaian 
pernyataan kehendak antara para pihak. 
e. Akibat hukum 
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan 
menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah 
timbulnya hak dan kewajiban. Setiap orang bebas untuk 
mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang 
belum diatur di dalam suatu undang-undang, hal ini 
sesuai dengan kriteria terbentuknya perjanjian di mana 
berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya.34 
                                                          




Jika melihat dari definisi-definisi perjanjian yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 
unsur suatu perjanjian terdiri dari: 
a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih 
Kata sepakat dapat dimaknakan sebagai pernyataan 
kehendak. Suatu perjanjian hanya akan terjadi 
apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling 
menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu. 
b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada 
para pihak. 
Kehendak dari para pihak harus dinyatakan, 
sehingga setelah para pihak saling menyatakan 
kehendaknya dan terdapat kesepakatan di antara 
para pihak, terbentuklah suatu perjanjian diantara 
mereka. 
c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya 
akibat hukum 
Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak 
selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang 
suatu pernyataan kehendak hanya menimbulkan 
kewajiban sosial atau kesusilaan. Misalnya janji di 




d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu 
dan atas beban yang lain atau timbal balik. 
Akibat hukum yang akan timbul ialah untuk 
kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap 
pihak lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu 
diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu 
perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak 
boleh merugikan pihak ketiga. 
e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-
undangan.  
Pada umumnya para pihak bebas menentukan 
bentuk perjanjian. Namun dalam beberapa perjanjian 
tertentu undang-undang telah menentukan bentuk 
yang harus dipenuhi. Misalnya untuk pendirian 
perseroan terbatas harus dibuat dengan akta 
notaries.35 
2. Jenis Perjanjian  
Berikut ini adalah bentuk atau jenis perjanjian yang ada di indonesia: 
a. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang 
membebani.  
Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan 
keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, 
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perjanjian hibah.Perjanjian dengan alas hak yang membebani 
adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang 
satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainya,sedangkan 
antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. 
Perbendaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan 
berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan 
yang merugikan para kreditur (termuat dalam Pasal 1341 
KUHPerdata). 
b. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak 
Perjanjian timbal balik adalah perjanjiann yang memberikan hak 
dan kewajiban kepada kedua belah pihak.Perjanjian timbal balik 
adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat.Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, 
pemborongan bangunan dan tukar menukar.Sedangkan perjanjian 
sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu 
pihak dan hak pada pihak lainya.Misalnya perjanjian hibah, 
hadiah.Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda-benda 
yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak 
menerima benda yang diberikan itu, yang menjadi kriteria 
perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak 
atau salah satu pihak.Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik 
bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa 




Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktik terutama 
dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdata, 
menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu 
apabila perjanjian itu bersifat timbal balik. 
c. Perjanjian bernama dan tidak bernama. 
Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang terdapat dalam 
Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian, baik 
yang mempunyai nama khusus, maupun yang yang tidak dikenal 
dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum”atau 
dalam arti lainya perjanjian bernama adalah perjanjian yang 
mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-
perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian 
jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, 
perjanjian pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama 
merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan 
jumlahnya tidak terbatas atau perjanjian itu timbul, tumbuh, hidup 
dan berkembang dalam masyarakat. 
d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator 
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak 
milik dalam perjanjian jual beli.Perjanjian kebendaan ini sebagai 
pelaksanaan perjanjian obligator.Perjanjian obligator adalah 
perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi 




berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas 
pembayaran harga. 
Penting pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam 
perjanjian itu ada penyerahan (levering) sebagai realisasi 
perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak. 
e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real. 
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya 
persetujuan kehendak antara para pihak.Perjanjian real adalah 
perjanjian disamping ada penyerahan nyata atas barangnya.Misalnya 
jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai (Pasal 
1694, 1740, dan 1754 KUH Perdata). 
Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol 
sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum 
(perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi 
persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. 
Hal ini disebut “kontan atau tunai”.36 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara 
gamblang mengenai bentuk dari suatu perjanjian. Akan tetapi jika 
menelaah setiap ketentuan yang tecantum dalam KUHPerdata, 
maka akan ditemukan bentuk dari suatu perjanjian tersebut menjadi 
dua macam yaitu, perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Pasal 
1320 KUHPerdata menjabarkan bahwa perjanjian lisan berarti 
                                                          




perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan 
kesepakatan secara lisan saja, dengan kata sepakat antara para 
pihak maka perjanjian tersebut telah terjadi. Sementara bentuk 
perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya 
dalam bentuk tulisan.Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi 
akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya 
saja, dan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan 
notaris. 
3. Berakhirnya Perjanjian 
Batalnya suatu perjanjian atau yang lebih dikenal Suatu perjanjian 
pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah 
dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang 
diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam 
mengadakan perjanjian tersebut, dengan hapusnya suatu perjanjian 
dimuat di dalam Buku III KUHPerdata. 
Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perjanjian berakhir 
dikarenakan: 
a. Adanya pembayaran; 
b. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau 
penyimpanan; 
c. Pembaharuan utang (novasi); 
d. Perjumpaan utang (kompensasi); 




f. Pembebasan utang; 
g. Musnahnya barang yang terutang; 
h. Batal/Pembatalan; 
i. Berlakunya suatu syarat batal; 
j. Lewatnya waktu; 
Selain hal-hal yang disebutkan di atas terdapat beberapa cara lain yang 
dapat mengakhiri suatu perjanjian: 
1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. 
Misalnya: dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu 
berakhirnya dalam waktu tertentu. 
2) Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. 
Misalnya: Pasal 1520 KUH Perdata, bahwa hak membeli 
kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, 
yaitu lebih lama dari lima tahun. 
3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa 
dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan 
berakhir. Misalnya: jika salah satu pihak meninggal, perjanjian 
menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUHPerdata. 
4) Karena perjanjian para pihak (herroeping). Seperti tercantum 
dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian dapat ditarik 





5) Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh 
kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian 
yang bersifat sementara,misalnya perjanjian kerja dan perjanjian 
sewa menyewa. 
6) Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam 
perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur 
pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut 
berakhir.37 
B. Tinjauan Umum Tentang Kuasa  
Secara umum jika melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari 
kuasa berarti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu). 
Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1792 KUHPerdata maka definisi dari 
kuasa berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana 
seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, 
untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. 
Jelas dalam pengertian atau definisi yang terkandung dalam Pasal tersebut 
terdapat dua pihak didalamnya, yaitu: 
1) Pemberi kuasa; 
2) Penerima kuasa atau disingkat kuasa,yang diberi perintah atau 
mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. 
Kemudian pengertian dari suatu persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 
1792 KUHPerdata tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 1313 
                                                          




KUHPerdata merupakan perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih , dan Pasal1338 ayat 
(1), menjamin kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi 
daripada persetujuan itu. 
Setelahnya ada kata-kata "untuk dan atas namanya", berarti bahwa yang 
diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,sehingga segala 
sebab dan akibat dari persetujuan ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya 
dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan. 
Dalam hal perjanjian kuasa maka terkandung beberapa sifat didalamnya 
diantaranya: 
a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. 
b. Pemberian kuasa bersifat konsensual sifat perjanjian atau persetujuan 
kuasa adalah kosensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, 
dalam arti: 
a) Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari 
pemberi dan penerima kuasa. 
b) Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian 
kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara 
mereka (kedua belah pihak). 
c) Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan 






c. Berkarakter garansi-kontrak  
Maksudnya adalah kekuatan mengikat tindakan yang dilakukan oleh 
penerima kuasa terbatas dengan:  
a) Sepanjang kewenangan (volmacht) atau mandat yang diberikan 
oleh pemberi kuasa; 
b) Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung 
jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai 
dengan mandat yang diberikan. sedang pelampauan itu menjadi 
tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas "garansi-kontrak" 
yang diatur dalam Pasal 1806 KUHPerdata38. 
Berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata perjanjian kuasa dapat diakhiri, baik 
secara sepihak maupun unilateral. namun hal ini bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menegasakan bahwa 
persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (secara bilateral). 
Dalam Pasal 1813 KUHPerdata telah dijelaskan hal-hal yang dapat 
mengakhiri pemberian kuasa, diantaranya adalah : 
a. Pemberi Kuasa menarik kembali secara sepihak; 
b. Salah satu pihak meninggal dunia; 
c.  Penerima kuasa melepas kuasa. 
Pasal 1795 KUHPerdata mengatur dua jenis pemberian kuasa, diantaranya 
adalah: 
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a. Kuasa Umum 
Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah 
meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala 
kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan. 
b. Kuasa Khusus  
Hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih; Karena 
itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan 
dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh 
penerima kuasa, misal: Untuk mengalihkan hak barang 
bergerak/tidak bergerak, meletakkan Hipotek, melakukan suatu 
perdamaian, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat 
dilakukan oleh seorang pemilik. 
Kuasa untuk menyelesaikan/membela suatu perkara dimuka 
Pengadilan sendiri menurut Pasal 123 H.I.R, diperlukan suatu 
surat kuasa khusus secara tertulis.39 
C. Tinjauan Umum tentang Mini Market 
Dalam dunia perdagangan saat ini, toko barang kebutuhan sehari-
hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi 
merupakan istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal 
dikota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara 
produsen dan konsumen akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan 
penjualan eceran.  
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Secara umum minimarket memiliki arti sebuah jenis usaha yang 
menggabungkan antara konsep swalayan dalam skala kecil dengan target 
pasar yang sama dengan target pasar pada pasar tradisional. Minimarket 
pada dasarnya adalah sebuah bidang usaha yang dilakukan oleh 
pengusaha-pengusaha yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk 
usaha mikro,atau kecil. Akan tetapi, minimarket adalah sebuah bidang 
usaha yang kategori modalnya masuk dalam kategori industry menengah-
keatas.40 
Peran pasar modern khususnya minimarket di Indonesia pada 
akhirnya akan menggeser warung kelontong. Hal ini terjadi karena adanya 
pola konsumen dalam berbelanja dan perlu disadari bahwa setiap 
konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda.  
Pertumbuhan ritel di Indonesia tercermin dengan pesatnya 
pertumbuhan minimarket sebagai salah satu pasar modern dan ritel di 
Indonesia. Pada kurun waktu 2002-2006, mini market tumbuh rata-rata 
29% per tahun. Gerai-gerai minimarket yang tadinya hanya berjumlah 
ratusan di tahun 2002 melonjak menjadi ribuan di tahun 2006. Hal ini jelas 
terlihat dengan bermunculannya gerai-gerai mini market dalam radius 
setidaknya 500 meter dan kini telah memasuki pemukiman-pemukiman 
padat bahkan kompleks-kompleks perumahan. Ditahun 2017 pertumbuhan 
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minimarket mencapai 3,2% tiap tahunnya, ditahun ini saja sudah mencapai 
43.826 gerai.41 
Perihal dasar hukum dari minimarket sendiri terkandung dalam 
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
Meskipun dalam peraturan tersebut tidak secara jelas diterangkan perihal 
minimarket, akan tetapi peraturan tersebut sudah menjadi dasar yang kuat 
dalam pengelolaan minimarket. 
D. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM 
Istilah Usaha Mikro Kecil Menengah adalah istilah yang lekat dengan 
bidang ekonomi, yang dimana merujuk kepada usaha ekonomi produktif 
yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM merupakan 
salah satu ujung tombak yang penting bagi Indonesia untuk dapat 
menguasai pasar bebas di tahun mendatang. UMKM juga telah 
menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia karena mampu menyerap 
banyak tenaga kerja yang saat itu pengangguran atau terkena Pemutusan 
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1. Pengertian UMKM 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
menyebutkan bahwa : 
1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/atau 
badan usaha perorangan dengan aset s/d Rp 50 Juta dan Omset 
maksimum 300 juta per tahun. 
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan aset 
> 50 Juta-500 Juta dan omset Rp 300 juta-Rp 2,5 Milyar per tahun. 
3)  Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 
dengan aset > Rp 500 Juta-Rp 10 Milyar dan omset > Rp 2,5 
Milyar-Rp 50 Milyar per tahun. 
Selain peraturan tersebut Badan Pusat Statistik juga menjabarkan 
kriteria usaha sebagai berikut ini: 




2) Usaha Kecil, memiliki 5-19 orang tenaga kerja; 
3) Usaha Menengah, memiliki 20-99 orang tenaga kerja; 
4) Usaha Besar, memiliki di atas 99 orang tenaga kerja; 
Menurut Bank Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah adalah 
perserusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut : 
1) Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta 
2) Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 
juta. 
3) Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total asset 
maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang 
ditempati. 
4) Omset tahunan lebih besar dari Rp. 1 milyar. 
Kementerian Koperasi dan UKM mengelompokkan usaha mikro kecil 
dan menengah menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan total asset, total 
penjualan tahunan, dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan 
bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum 
tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis 
tersebut paling banyak Rp. 100 juta. 
b. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi 




a) Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 
200.000.000,-(dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha. 
b) Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 
milyar. 
c) Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik 
langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau 
skala besar. 
d) Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha 
yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan 
hukum, termasuk koperasi. 
2. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM 
Usaha Mikro Kecil Menengah telah diakui memiliki peran yang 
sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, tidak 
hanya di negara-negara sedang berkembang,tetapi juga dinegara-
negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya 
karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga 
kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap 
pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling 
besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar.42 
                                                          





Di Indonesia sendiri peran UMKM guna membangun 
perkembangan perekonomian dapat dilihat dalam peran Kementerian 
Koperasi dan UKM, yaitu:  
a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di 
berbagai sektor penyedia lapangan kerja yang terbesar 
b. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal 
dan pemberdayaan masyarakat 
c. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi 
d. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui 
kegiatan ekspor.43 
Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini 
diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. 
Beberapa Peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara 
lain: jumlahnya yang besaran terdapat dalam setiap sektor ekonomi; 
menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih 
banyak kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan 
bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan 
masyarakat luas dengan harga terjangkau. 
E. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi 
1. Pengertian Wanprestasi 
Definisi wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie 
yang artinya prestasi buruk (kealpaan/kelalaian)44 wanprestasi dapat 
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diartikan sebagai suatu keadaan karena kesalahan atau kelalaian 
debitur yang menyebabkan debitur itu berhalangan untuk melakukan 
atas prestasinya. 
Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, 
masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk 
wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan 
istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi 
ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, 
melanggar janji, dan lain sebagainya.  
Adanya bermacam-macaam istilah mengenai wanprestsi ini, telah 
menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu 
“wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah 
“wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai 
wanprestasi tersebut.  
Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya berpendapat bahwa 
wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, 
berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu 
perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah 
“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji 
untuk wanprestasi".45 
R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah 
kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu : 
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a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 
b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak 
sebagai mana yang diperjanjikan. 
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 
d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat 
dilakukan.46 
Dari definisi-definisi di atas maka apabila salah satu pihak tidak 
memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka 
sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi 
perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sehingga 
jika disimpulkan maka kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi 
itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan 
melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama 
sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak 
menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian”. 
Dalam pelaksanaan perjanjian terkadang prestasi yang 
diperjanjikan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya prestasi dalam 
sebuah perjanjian dapat terjadi karena dua (2) kemungkinan, yaitu : 
a. Karena kesalahan debitur sengaja maupun tidak sengaja. 
b. Karena keadaan memaksa (force majeur) yaitu merupakan hal-hal 
diluar kemampuan debitur. 
                                                          




Wanprestasi terjadi karena adanya kesalahan, baik itu disengaja 
maupun tidak disengaja dan bukan karena keadaan memaksa (force 
majeur). 
Dalam Buku III KUHPerdata, didalamnya berisikan tentang 
wanprestasi yang diatur dalam pasal sebagai berikut : 
Pasal 1238 KUHPerdata: 
“Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta 
sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila 
perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan 
lewatnya waktu yang ditentukan”. 
 
Pasal 1243 KUHPerdata: 
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan 
Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang 
harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau 
dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 
ditentukan”. 
 
Kedua pasal tersebut jelas membuktikan bahwa KUHPerdata 
menjadi dasar hukum yang kuat dalam hukum perdata. 
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 
J. Satrio mengatakan bahwa wanprestasi memiliki bentuk-
bentuknya sendiri, yaitu sebagai berikut ini: 
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan 
dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan 




b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi 
debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur 
dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 
c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang 
memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru 
tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak 
memenuhi prestasi sama sekali.47 
Sedangkan Subekti dalam bukunya menjelaskan bahwa ada empat 
bentuk waprestasi, yaitu: 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikannya; 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan.48 
Di dalam masyarakat sendiri atau secara praktik tidak mudah dapat 
menetapkan seseorang telah melakukan wanprestasi. Hal ini terjadi 
karena seringnya dalam suatu perjanjian tidak diperjanjikannya 
dengan pasti kapan salah satu pihak diharuskan untuk melakukan 
prestasi dalam menentukan saat terjadinya wanprestasi diperlukan 
adanya suatu penetapan lalai atau somatie (teguran) atau 
ingerbrekesteliing. 
                                                          





Menurut Pasal 1238 KUHPerdata sebagaimana disebut diatas, 
maka dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah 
ada somasi (in gebreke stelling). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut 
Pasal 1238 KUHPerdata adalah: 
a. Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang 
biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru 
sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-
lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit 
juru Sita” 
b. Akta. Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta 
Notaris 
c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak 
pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya 
wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran 
terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan 
secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian 
dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke 
pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara 
tertulis.Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk 
dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu 
dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), 
prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur 






HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Hasil Penelitian  
Dalam penyusunan skripsi ini, selain menurut data berdasarkan doktrin-
doktrin juga penulis melakukan penelitian dengan bentuk wawancara. 
Seperti halnya saat penulis mewawancarai owner UMKM Ulam Sari ibu 
Rochani menuturkan bahwa, beliau dengan pihak minimarket KITA selaku 
pihak yang akan menjadi tempat penitipan dan penjualan produk Ulam Sari 
dalam proses perjanjian antara keduanya tidak ada perjanjian dalam bentuk 
tertulis akan tetapi secara lisan atas dasar rasa percaya dan itikad baik.49 
Isi perjanjian dari perjanjian lisan kuasa menjual antara para kedua 
pihak menganut sistem terbuka, dimana artinya semua ketentuan yang Ulam 
Sari sepakati dengan minimarket KITA merupakan aturan mengenai hak 
dan kewajiban yang harus dipatuhi. Isi dari perjanjian dengan mini market 
KITA memberikan ketentuan pembebanan ganti rugi beserta nominal yang 
dibayarkan oleh Ulam Sari.  
Pihak Ulam Sari disini selaku pemberi kuasa harus bisa memenuhi 
jumlah stock barang dan membawa freezer sendiri dengan ketentuan 
frezeryang sudah berstiker Ulam Sari. Perihal penempatan frezer tersebut di 
atur oleh pihak minimarket KITA.50 
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Isi perjanjian lisan para pihak juga mengatur tentang pembagian royalti 
yang dimana Ulam Sari menitipkan barang kepada pihak minimarket KITA 
dengan harga Rp. 12.500.-yang akan dijual kepada konsumen Rp. 16.500.- 
untuk produk olahan ayam dan Rp.14.500-, untuk produk olahan ikan51. 
Harga yg ditetapkan oleh minimarket Kita mengikuti harga yang telah 
ditetapkan oleh pihak Ulam Sari dan disepakati bersama. Ulam sari sendiri 
mempunyai beberapa varian, yaitu: siomay, nugget ikan, nugget ayam, kaki 
naga, otak-otak, keong, bakso dan lumpia yang masing-masing produk 
mempunyai berat 250gram. Semua produk ulam sari menggunakan sistem 
perjanjian konsinyasi atau kuasa menjual  
Perjanjian tersebut juga membahas tentang proses penyetokan yang 
diadakan setiap 2(dua) minggu sekali, pembersihan freezer dilakukan setiap 
hari rabu dan sabtu dalam kurun waktu 1(satu) minggu, proses penagihan 
yang dimana setiap per satu atau paling banyak 2(dua) nota di hari yang di 
tentukan minimarket KITA sendiri dan perihal pembagian keuntungan yaitu 
melalui per 2(dua) nota  sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah 
pihak. Pembayaran akan dilakukan pada saat dilakukan perhitungan 2(dua) 











1. Keabsahan Hukum Mengenai Perjanjian Lisan Kuasa Menjual 
Antara Pihak Mini Market KITA Dengan UMKM Ulam Sari. 
Pelaksanaan kegiatan kuasa titip jual yang dilakukan oleh pihak 
Ulam Sari Kepada pihak Minimarket KITA, sebelumnya dilaksanakan 
dengan melakukan perjanjian lisan. Perjanjian yang dilakukan oleh para 
pihak yang dimana diwakili oleh Ibu Rochani selaku owner UMKM 
Ulam Sari dengan perwakilan minimarket KITA yang diwakili oleh 
manager minimarket KITA. Perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua 
belah pihak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang dimana saksi 
tersebut adalah satu dari pihak UMKM Ulam Sari dan satu lagi dari 
pihak minimarket KITA.  
Perlu dijelaskan bahwa pihak UMKM Ulam Sari disini disebut 
sebagai konsinyor atau pihak yang menitipkan barangnya untuk dijual, 
sedangkan pihak minimarket Kita disebut sebagai konsinyi atau pihak 
yang diberikan kuasa untuk menjual52. Dalam pelaksanaannya bentuk 
perjanjian yang para pihak laksanakan, pengaturan hak dan kewajiban 
adalah tidak tertulis dengan hanya berlandaskan prinsip saling percaya 
dan itikad baik dari para pihak. Pihak UMKM Ulam Sari hanya 
memberikan nota penitipan barang dengan dituliskan nama minimarket 
KITA, tanggal penitipan, jenis produk yang dititip-jualkan dan harga 
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jual yang telah disepakati. Perjanjian tersebut diperbolehkan oleh 
undang-undang, karena Buku III KUHPerdata bersifat terbuka dan 
berasaskan kebebasan berkontrak.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, perjanjian 
konsinyasi atau kuasa menjual dalam bentuk lisan yang dilakukan oleh 
pihak Ulam Sari dengan pihak minimarket KITA lahir setelah ada 
peristiwa serah terima produk UMKM Ulam Sari yang akan dititip-
jualkan sebagai objek perjanjian dari UMKM Ulam Sari Kepada mini 
market KITA dan serah terima nota penerimaan sebagai bukti 
penerimaan produk UMKM Ulam Sari. Perjanjian konsinyasi atau 
kuasa menjual secara lisan ini merupakan perjanjian yang mengandung 
unsur penitipan barang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1694 
KUHPerdata dengan pemberian kuasa untuk menjual seperti yang 
ditentukan dalam Pasal 1792 sampai Pasal 1795 KUHPerdata, sehingga 
dalam praktek sehari-hari perjanjian konsinyasi tersebut diistilahkan 
sebagai perjanjian titip jual.53 
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya telah 
mencerminkan adanya aspek pemberian kuasa. Hal ini terbukti dari 
uraian dalam wawancara dengan ibu Rochani,sebagai berikut ini: 
“UMKM Ulam Sari memberikan wewenang kepada pihak 
minimarket KITA untuk menjualkan produk olahan frozen food, 
kalau produk telah terjual habis, minimarket KITA harus 
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memberikan harga jual produk yang dititipkan sebesar 
kesepakatan”54 
Pernyataan tersebut jelas bahwa pihak Ulam Sari memberikan 
kuasa penuh kepada minimarket KITA untuk menjualkan produknya. 
Dari pernyataan tersebut jelas bahwa Hubungan hukum yang terjadi 
antara konsinyor dan konsinyi merupakan hubungan kerja sama 
memberikan keuntungan dalam kegiatan bisnis yang mereka lakukan, 
dalam menjalankan kegiatan usaha baik pihak konsinyor dan konsinyi 
haruslah dapat memberikan keuntungan satu sama lain, sehingga 
haruslah tercipta hubungan baik dimana satu pihak tidak boleh 
merugikan pihak lainnya yang memiliki arti bahwa hukum meletakan 
hak dan kewajiban, di satu pihak terdapat hak dan di satu pihak terdapat 
pula kewajiban. 
Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan 
mengujinya menggunakan instrumen hukum, jenis, bentuk dan syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata. 
Pasal 1320 KUHPerdata merupakan instrumen hukum yang pokok 
untuk menguji sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, 
karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) syarat yang harus 
dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:  
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a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya 
Dalam kegiatan perjanjian yang dilakukan oleh pihak 
UMKM Ulam Sari sebagai pemberi kuasa titip jual dengan 
pihak minimarket KITA sebagai penerima kuasa, dibentuk 
melalui kesepakatan secara lisan dan tanpa adanya paksaan 
yang disaksikan oleh dua orang satu dari pihak UMKM Ulam 
sari dan satu orang lagi dari pihak minimarket KITA.  
Sehingga dengan kata sepakat yang diucapkan oleh kedua 
belah pihak,maka kedua belah pihak mau saling mengikatkan 
diri. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Para pihak yang mewakili dalam pembentukan perjanjian 
lisan tersebut adalah orang dewasa yang dalam hal ini telah 
sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa 
seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan 
telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. 
c. Suatu Hal Tertentu 
Objek perjanjian yang menjadi syarat ketiga bagi sahnya 
suatu perjanjian dalam penelitian ini sudah terang dan jelas, 
dimana objek yang diperjanjikan adalah produk frozen food 
yang diproduksi oleh UMKM Ulam Sari dan jumlah produk 





d. Suatu sebab yang halal 
Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk 
memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, 
tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa isi perjanjian 
tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang 
kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian lisan yang 
dibuat dan disepakati oleh para pihak jelas tidak ada klausula 
atau isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan dan ketertiban umum. 
Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut maka perjanjian 
konsinyasi atau perjanjian kuasa menjual secara lisan antara pihak 
UMKM Ulam Sari dengan minimarket KITA dapat dikatakan sah 
secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. 
Perlu dipahami membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah 
sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum 
dalam Pasal 1320 seperti yang dijelaskan diatas tadi. Perjanjian lisan 
juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa 
perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Berdasarkan 
uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk 
mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi 
wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat 




2. Upaya Hukum Penyelesaian Permasalahan Yang Timbul Akibat 
Perjanjian Lisan Kuasa Menjual Pihak MiniMarket KITA Dengan 
UMKM Ulam Sari 
Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa salah satu syarat 
perjanjian adalah harus ada kata sepakat diantara kedua belah pihak 
sehingga kedua pihak pun setuju bahwa mereka akan saling 
mengikatkan diri dan harus menaati semua ketentuan yang telah dibuat 
dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan yang dimaksud adalah untuk 
menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, 
sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat 
hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar. 
Para pihak dalam pembentuk perjanjian lisan kuasa menjual 
tersebut, senantiasa mengharapkan agar perjanjian yang mereka buat 
dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian dalam 
perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa di antara 
mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan. 
Sengketa perjanjian pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ke 
tidak seimbangan di antara para pihak.  
Di dalam aturan hukum perdata apabila dilaksanakan atau 
tidaknya suatu prestasi atau kewajiban, maka akibat hukum yang timbul 
tetap sama yaitu ganti rugi. Berkaitan dengan hal itu maka yang 
dimaksud dengan tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat disebut pula 




a)  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;  
b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 
yang dijanjikan;  
c)  Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan; 
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh  
dilakukan. 
Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka akan mengakibatkan 
beberapa hal yaitu: a) Membayar kerugian yang diderita oleh 
pihak kedua atau ganti kerugian; b) Pembatalan perjanjian; c) 
Peralihan Risiko. 
Berkaitan dengan penerapan sanksi-sanksi yang telah dipaparkan 
di atas, maka dalam pasal 1267 KUHPerdata ditetapkan bahwa: Pihak 
terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika 
hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk 
memenuhi perjanjian disertai dengan pengantian biaya, rugi dan bunga. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik UMKM 
Ulam Sari, yang dimana ibu Rochani menuturkan apabila terjadi 
permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan apa yang telah 
disepakati oleh para pihak, maka akan dilakukan dengan upaya 
kekeluargaan atau melalui jalur musyawarah.55 Hal ini dilakukan oleh 
para pihak guna menjaga hubungan baik yang telah terjalin 
sebelumnya, sehingga dengan musyawarah secara kekeluargaan ini 
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diharapkan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik-
baik tanpa melalui jalur hukum. 
Akibat dari permasalahan hukum dalam perjanjian lisan kuasa 
menjual tersebut menurut penulis dapat dibedakan menjadi 2(dua) hal, 
yaitu akibat adanya produk yang rusak pada saat dititip jualkan di 
minimarket KITA dan akibat adanya kerusakan yang tidak terlihat pada 
saat akan dititipkan. 
Jika dijabarkan mengenai penyelesaian hukum yang tepat dalam 
hal ini akibat dari permasalahan perjanjian lisan kuasa menjual tersebut, 
maka: 
1. Penyelesaian hukum akibat adanya produk yang rusak pada 
saat dititip jualkan di minimarket KITA 
Adanya produk yang rusak pada saat dititip jualkan di 
minimarket KITA adalah resiko dalam penjualan produk 
frozen food UMKM Ulam Sari. Resiko yang disebabkan 
karena kelalaian adalah termasuk wanprestasi, karena tidak 
memenuhi suatu kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam 
perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu 
perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu: 
a. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena 
kelalaian, 




Ketentuan tentang ganti rugi terdapat dalam KUHPerdata 
Pasal 1365 dan/atau Pasal 1366, yang menentukan sebagai 
berikut: 
a. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan: 
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 
menggantikan kerugian tersebut. 
b. Pasal 1366 KUHPerdata menentukan: 
Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas 
kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, 
melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian 
atau kesembronoannya. 
Berdasarkan keterangan dari pihak minimarket KITA berkaitan 
dengan adanya produk yang rusak pada saat dititip jualkan, maka 
minimarket KITA melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kejadian 
tersebut, apakah murni karena kelalaian dari pihak minimarket KITA 
atau ada penyebab lain. 
Pihak minimarket KITA bertanggung jawab dan memberikan 
ganti rugi apabila produk yang dititip jualkan mengalami kerusakan 
karena terjadi kelalaian dari pihak minimarket KITA, seperti 
menelantarkan dan tidak melakukan perawatan, tidak menghindarkan 




Pemberian ganti rugi dari minimarket KITA kepada UMKM Ulam Sari 
sesuai dengan nilai yang disepakati bersama dalam proses negosiasi. 
Dengan adanya pemberian ganti rugi maka secara hukum minimarket 
KITA mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian 
konsinyasi atau perjanjian lisan kuasa menjual dalam penjualan produk 
UMKM Ulam Sari. 
Hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum 
akibat adanya produk yang rusak pada saat dititip jualkan di minimarket 
KITA menggunakan upaya hukum negosiasi. 
2. Penyelesaian hukum akibat adanya kerusakan yang tidak 
terlihat pada saat akan dititipkan. 
Adanya kelainan dalam produkyang tidak terlihat menjadi 
permasalahan yang rumit dalam jual beli produk froozen food 
UMKM Ulam Sari, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian 
konsinyasi atau perjanjian lisan kuasa menjual di minimarket 
KITA. Kelainan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak 
semestinya yang berkaitan dengan isi dari produk yang tidak 
terlihat pada saat dititip jualkan di minimarket KITA, seperti 
ketidaksesuaian jumlah isi dari produk yang tidak sesuai 
dengan yang tertera pada bungkusnya, termasuk bentuk dan 
ukuran produk tersebut. 
Berdasarkan penelitian, pernah terjadi permasalahan yang dimana 




merasa bahwa yang harusnya jenis dari produk tersebut adalah olahan 
dari ikan sesuai tertera dalam bungkusnya akan tetapi setelah 
dikonsumsi rasanya nampak seperti jenis olahan dari ayam.56 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1491 KUHPerdata ditentukan 
sebagai berikut, penanggungan yang menjadi kewajiban penjual 
terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: 
a. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; 
b. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau 
yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk 
pembatalan pembelian. 
Dalam perjanjian konsinyasi atau perjanjian lisan kuasa menjual 
ini, pihak minimarket KITA yang bertindak atas kuasa yang diberikan 
oleh UMKM Ulam Sari untuk menjualkan produk. Pasal 1809 
KUHPerdata menentukan, begitu pula pemberi kuasa harus 
memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian 
yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu 
penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati. 
Adanya komplain dari konsumen terhadap kelalaian tanpa 
meminta ganti rugi adalah bentuk permasalahan yang pernah terjadi 
setelah produk terjual dan ternyata diketahui ada kelainan pada produk 
tersebut. Dari kejadian tersebut maka pihak minimarket KITA juga 
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tidak mempermasalahkan permalahan tersebut kepada UMKM Ulam 
Sari selaku pemilik produk.57 
Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum 
akibat adanya kelainan dalam produk yang tidak terlihat pada saat 
dititip jualkan di minimarket KITA menggunakan upaya hukum 
negosiasi. 
Upaya hukum negosiasi dan musyawarah tersebut adalah salah 
satu jenis atau bentuk proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan 
atau yang sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). 
Penggunaan proses tersebut bertujuan guna tetap bisa menjalin tali 
kekeluargaan tanpa harus melalui jalur hukum. Akan tetapi apabila 
permasalahan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses 
tersebut dan tidak ada itikad baik dari setiap para pihak untuk 
menyelesaikannya maka dapat diselesaikan dengan proses penyelesaian 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian 
kepustakaan maupun penelitian di lapangan sebagai berikut: 
1. Berkaitan dengan keabsahan perjanjian lisan kuasa menjual yang 
dibentuk dan dilaksanakan oleh pihak UMKM Ulam Sari dengan mini 
market KITA telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 
1320 KUHPerdata yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu hal tertentu; dan suatu 
sebab yang diperkenankan. Perjanjian lisan yang dibentuk kedua belah 
pihak juga tidak bertentang dengan Undang-Undang yang mewajibkan 
melaksanakan perjanjian dalam bentuk tertulis. 
2. Upaya hukum penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan 
perjanjian lisan kuasa menjual antara UMKM Ulam Sari dengan pihak 
minimarket KITA dilaksanakan dengan proses upaya penyelesaian 
hukum secara non litigasi atau diluar pengadilan atau Alternative 
Dispute Resolution (ADR), dimana bentuk penyelesaian non litigasi 
tersebut adalah musyawarah dan negosiasi. Hal ini digunakan guna 








Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Para pihak dalam membuat perjanjian konsinyasi atau titip jual 
disarankan untuk membuat perjanjian secara tertulis guna 
memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban dari para 
pihak dalam kerjasama konsinyasinya. 
2. Pihak pelaku usaha terutama dalam kasus ini adalah UMKM dalam 
membuat isi perjanjiannya sebaiknya lebih teliti dalam membuat 
perjanjian, guna memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu 
permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan 
karena itikad buruk diantara salah satu pihak, kesalahpahaman 
informasi, maupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak, 
yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang 
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